
3.Undang-Undang ....

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6409);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ogan KomeringIlir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor3851);

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIOGANKOMERINGILIR,
Menimbang a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang

baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di
Kabupaten Ogan Komering Ilir, PejabatjPegawai Pemerintah

Kabupaten dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian
dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan
atau pekerjaannya;

PEDOMANPENGENDALIANGRATIFIKASIDILINGKUNGANPEMERINTAH

KABUPATENOGANKOMERINGILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR /8 TAHUN 2022

TENTANG

BUPATI OGAN KOMERING ILIR



11.Peraturan ....

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang

Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayab

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 1571);

9. Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019

tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegaban Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia

Tabun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6718);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2017

Nomor 6041);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5597) sebagaimana telab beberapa kali diubah,

terakhirdengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan

Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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8.Badan ....

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Pemerintah Kabupaten

Ogan Komering llir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. PejabatjPegawai Kabupaten yang selanjutnya disebut PejabatjPegawai

adalah BupatijWakil Bupati, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil

Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai BUMD, Pegawai

yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering

Ilir.

6. Komisi Pernberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah

lembaga negara yang Independen dengan tugas dan wewenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang

Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

7. Perankat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDAUAN

GRATIFlKASID1LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENOGAN

KOMERINGILIR

MEMUTUSKAN:

11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016

Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021

Nomor 3);
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20.Berlaku ....

19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resrm Pejabatj Pegawai dalam

pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah

Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ilir, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau

Perseroan Terbatas (PT).

9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur

pelaksana Tugas Teknis pada Dinas dan Badan.

11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat

(discount], komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan curna-cuma, dan fasilitas

lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang

dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana

elektronik.

12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk

mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel

melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan

pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan

pengendalian gratifikasi,

13. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten yang selanjutnya disingkat UPG

Kabupaten adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk menjalankan

fungsi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

14. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan

hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima

gratifikasi.

15. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK

dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan Penerimaan

Gratifikasi.

16. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah pejabatjpegawai

yang menerima gratifikasi dan mengisi formulir gratifikasi sesuai prosedur

dan kemudian melaporkan kepada KPKatau melalui UPG.

17. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap

penenmaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan

Gratifikasi oleh Pelapor.

18. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yang patut diduga

memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

atau kewenangannya secara tidak patut.
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a. terkait ....

(1)Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak gratifikasi yang diketahui sejak
awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban

atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima :

Pasal3

Bagian Kedua

Prinsip Dasar

penyelenggaraan layanan di Pemerintah Kabupaten.

ataspublikkepercayaan

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada

Pejabat/Pegawai dalarn memahami, mengendalikan dan mengelola

Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan :

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat./Pegawai tentang

gratifikasi;

b. meningkatkan kepatuhan Pejabat./Pegawai terhadap ketentuan

gratifikasi;

c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan

akuntabel di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

d. membangun integritas Pejabat./Pegawai yang bersih dan bebas dari

korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

e. meningkatkan kredibilitas dan

Bagian Kesatu

Maksud Dan Tujuan

Pasal2

BAB II

MAKSUD,TUJUAN,DANPRINSIP

20. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian yang diberlakukan

sarna dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta

dan memenuhi prinsip kewajaran.

21. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing dengan mata

uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli
Kurs [ual+Kurs Beli .(Kurs Tengah = ) pacta han tertentu.

2
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Pasal ....

(2)Setiap PejabatjPegawai dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai

Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(3)Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan

gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada UPG di instansi

terkait.

(4)Dalam hal UPG di instan si Pelapor belum terbentuk, pelaporan

disampaikan kepada bagian yang menjalankan fungsi

pengawasanjkepatuhan atau kepada atasan langsung.

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar

penerimaan yang sah;

b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar

penerimaan yang sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan

evaluasi diluar penerimaan yang sah;

d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang

sahj resmi dari Pemerintah Kabupaten,

e. dalam proses penerimaanjpromosijmutasi pegawai;

f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan

pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

g. sebagai akibat dari perjanjian kerjasamajkontrakj kesepakatan

dengan pihak lain;

h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses

pengadaan barang dan jasa;

1. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawaijpengawasjtamu

selama kunjungan dinas;

J. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh

PejabatjPegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan

tugas dan kewajibannya dengan pernberi gratifikasi yang tidak relevan

dengan penugasan yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebijakanjkeputusan jperlakuan

pemangku kewenangan; dan

1. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan

bertentangan dengan kewajibanjtugas PejabatjPegawai.
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Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada

KPKatau rnelalui UPG, kecuali dalam hal :

a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/rienek, bapak/Ibu/rnertua,

suami/Istri, anak/rnenantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,

paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak

terdapat konflik kepentingan;

b. pemberian dalam bentuk hidangan atau sajian yang Berlaku Umum;

c. pemberian berupa keuntungan atau bunga dari penempatan dana,
investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;

d.manfaat ....

Pasal 5

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFlKASI

BAB III

(4)Dalam rangka memenuhi prmsrp kemanfaatan, UPG menyalurkan

makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke panti asuhan, panti

jompo, atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya.

(5)Penyaluran gratifikasi oleh UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

diberitahukan kepada KPK.

(1) Kewajiban penolakan gratifikasi sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 3

ayat (1) dikecualikan dalarn hal :

a. gratifikasi tidak diterima secara langsung;

b. pemberi gratifikasi tidak diketahui;

c. penerirna ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang cliterirna;

d. gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara

keagarnaan; dan Zatau

e. adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu:

penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik

institusi, membahayakan penerima danz'atau mengancarn jiwaZharta

atau pekerjaan Pejabat/Pegawai.

(2)Pejabat/Pegawai yang tidak dapat menolak karena rnernenuhi kondisi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan gratifikasi

terse but kepada KPKatau kepada KPKmelalui UPG.

(3)Dalam hal Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi yang tidak dapat ditolak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan yang rnudah

busuk atau rusak, penerima gratifikasi wajib rnenyarnpaikannya kepada

UPG.

Pasa14
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o. Pemberian ....

pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara

adatjagama lainnya paling banyak Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) per

pemberian per orang dalam setiap kegiatan;

m. bingkisanj cinderamataj suvenir atau benda sejerus yang diterima

tamujundangan dalam penyelenggaraan pesta sebagaimana dimaksud

pada huruf 1 paling banyak Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) per

pemberian dalam setiap kegiatan;

n. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh

diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, danj atau

menantu penerima gratifikasi paling banyak Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta

rupiah) per pemberian per orang dalam setiap peristiwa;

pertunangan,1. pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta

d. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang

sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umurn;

e. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, plakat,

sertifikat, tas dan pakaian dengan logo atau informasi terkait instansi yang

berlaku umum, yang diterima dalam

seminar j pelatihanjworkshopjkonferensi atau kegiatan sejenis;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau

kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan

kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan

peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. hadiah langsungjundian, diskonjrabat, voucher} point rewards, atau

suvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait kedinasan;

1. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan kedinasan yang

tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat

konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturanjkode etik

PejabatjPegawai yang bersangkutan;

J. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium,

transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam

standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang

tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat benturan

kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi

penerima;

k. karangan bunga dengan nilai yang wajar;
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(5)KPK....

(3)Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan cara:

a. disarnpaikan kepada KPKpaling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

Gratifikasi diterima; atau

b. disampaikan kepada KPKmelalui UPGdalam jangka waktu paling lama

7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.

(4)UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meneruskan laporan
yang diterimanya kepada KPKdalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

sejak laporan Gratifikasi diterima.

(1)Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan

secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non-elektonik dengan

mengisi formulir pelaporan gratifikasi.

(2)Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap lengkap

apabila paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;

b. jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

c. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

d. uraian jenis Gratifikasi yang diterima; dan

e. nilai Gratifikasi yang diterima.

Pasal 7

(1)Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalarn pasal 5,

bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan

harga pasar pada saat pemberian

Pasal6

o. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi

jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar

lainnya paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per pernberian per

orang dengan total pemberian Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) dalam

waktu 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama; dan

p. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat

tukar lainnya paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per

pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak

Rpl.OOO.OOO,OO(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang

sarna, sepanjang tidak diberikan oleh bawahan ke atasan.
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(2}Penetapan....

(1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG

atas nama Bupati meminta satu orang pegawai pada PO di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten yang akan bertugas melakukan sosialisasi

gratifikasi dan/ atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi gratifikasi

di PD masing-masing.

Pasa19

1. Sekretaris Inspektorat;

2. Inspektur Pembantu Wilayah;

3. Auditor;

4. Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Oaerah

(P2UPO)pada Inspektorat Kabupaten;

5. Pejabat Eselon III/IV di setiap PO/Bagian/UPT;

6. Pejabat Eselon III/IV di setiap PO/Bagian/UPT;

7. Pejabat Eselon III/IV di setiap PD/Bagian/UPT.

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang

dipimpin oleh sekretaris UPG.

(4) Susunan Kanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(1) Dalarn rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk

UPG.

(2)Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri

dari:

a. Pembina : Bupati

b. Pengarah : Sekretaris Daerah,

c. Ketua : Inspektur Kabupaten,

d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi ,

e. Anggota

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasa18

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

BABIV

(5)KPKmenetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30

(tiga puluh) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.
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e.melakukan ....

Dalarn melaksanakan tugasnya, UPOberkewajiban :

a. melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas

laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPKRI setiap hari kerja

pertarna di tiap minggunya;

b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan

penerimaan gratifikasi yang dikelola UPOkepada KPKRI;

c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan

penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat

secara periodik;

d. merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;

Pasall1

g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan

instansi;

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan

1. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi

bersama KPK.

a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang

sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;

b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan

penolakan Gratifikasi dari Pegawai Negerij Penyelenggara Negara;

c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;

d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Oratifikasi dan usulan kebijakan

pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;

f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal

instansi;

UPOmempunyai tugas berupa :

Pasal10

Bagian Kedua

Wewenang dan Kewajiban UPO

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
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Pasal ....

(1)Pejabatj pegawai atau pihak ketiga yang rnengetahui adanya pelanggaran

terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara

langsung atau melalui posje-mail Sekretariat UPG.

(2)Pejabatjpegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal14

BABV

PENGAWASAN

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan wewenang dan

kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten selaku

ketua UPG.

Pasal 13

(1) Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh Pemerintah

Kabupaten,UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu :

a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah; danj atau

b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosiallainnya;

c. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;

d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau

e. dimusnahkan.

(2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang

tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan
pengendalian Gratifikasi;

f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan

gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten;

g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan

Pemerintah Daerah; dan

h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program

pengendalian gratifikasi.

12



c.bantuan ....

(1)Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu :

a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,

namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan

penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas /mutasi atau

hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan Zmutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi

atau ancaman fisik;

Pasal17

BABVI

PERLINDUNGANDANPENGHARGAAN

(1)Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib

membuat surat pemyataan tentang penolakan, penerimaan danj atau

pemberian gratifikasi secara periodik.

(2)Surat Pernyataan dibuat 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan juni

dan akhir bulan Desember setiap tahun.

(3)Surat pemyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.

(4)Formulir surat pemyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

(5)Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pemyataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan PD yang menjalankan

fungsi pelayanan publik.

(6)Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1) dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten.

Pasal16

(1)Kepala PD bertanggungjawab atas pelak:sanaan pengendalian gratifikasi di
PD/UPT.

(2)Inspektur Kabupaten bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan

pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(3)Inspektur Kabupaten melaporkan hasil pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 15
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BAB ....

BABIX

PEMBIAYAAN

Pasal20

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan
Komering nr-.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/ Pegawai terhadap ketentuan yang

diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VII

SANKSI

Pasal19

(1)Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian gratifikasi dapat

diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan

pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian

kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

Pasal18

Pejabat /Pegawai karena melaporkan gratifikasi, Pejabat/Pegawai dapat

meminta perlindungan kepada LPSK atau intansi lain yang berwenang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui

Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

kepada

Pemerintah Kabupaten; dan

d. kerahasiaan identitas.

(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Kabupaten wajib memberikan

perlindungan terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan

gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap Pejabat pada Pemerintah Kabupaten dilarang memberi perlakuan

diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pejabat/Pegawai karena

melaporkan gratifikasi.
(4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan Zatau psikis

C. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan

14



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022 NOMOR !~

HUSIN

d.t.o

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal It; I!!Jl<stuS- 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

ISKANDAR

d.t.o

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal I~ 1:Ju>hts 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan

KomeringHir.

Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal21
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A,IDENTITAS PELAPOR ') wajib di,s;

1 Nama lengkilp

2 No KTP(NIKl

3 Tempat&Tgl L<rh" 'I

4 JabatanlPanQkatluolongan

5 Uralan Instllnsl a.Nama Instan"
IKf'm!>ntnan, lE'mbdgM b. Un,' EselonVI IlIiJVIUM '<erjd \8UMN:SUMDI Pemr-nntah
Daprahl dll

~ Aldmal Enldll : N7 Nomor Tele!)on Seluler .1Rumah: I Kanlor .
a AI~milt Run "h

KODEP05 LI I I I I
Kelurah.·lnl 1)P'\<l Kecamatdn I Kabupdleni Kota I Prov,ns,

9 Alamat Kantor :

KODE?O5 'IJ ITI
Kelurahan/De\d Ke<amatan IKabupatenl Kota I Provln~I

10 Alamal Penqtrlman ~urilt CJ Rlimah o Kantor SlIohkan plff/II dan berl tondo [-/ J

l'.,Iny~rahdllldpulim(".-ui(,1c.d\1 d;lPdl dda1cu~n meltllul
Su'd14tdU ;.wnV'·f4,h...m;.~nq"u"9 de-t":l"n d'4fl)..)t
r"'c'otO'oOt c...IJ(,t.ll>
Jalil"~..."'ng~n PPlsad.J KdV4. set,abud" Jak3r1.ol">Clat.n 1]9S~

• PelapOnlrtcnl"'l' dmqan .11.l"',)1hnpSJi901.l<pk.goJd
• [,.....,' pelapot.n 9ratdik.:t·~ kpk.go'd
• "p. ,y<1Grato""••• On~""y '''9 dap.ll <II"nd"h d .... ...trood dan .os

2 laporan "',lII~kolSIdllApot~an oIth penenr.'Iil 9'atifi~aSl paling lambal 30 hdll ""'Ja te,h.tunq '<lJ'~Idngqal
qr;wtok.u.ttrscbut dlt~·'mad.ln d,l.Jpo,"''' dcn9"" "",IO"'po,""" do~umm p<'nduk""~ do~um('n lp'k .."
Pt-r~nmJ.ln G"-3"rU\,
Pf'l.1pot wallh mE'm"'""Ir,," d.J,.., dan ,"fol711<\$1"""',t lapo<." gratl"k~'i SeeM;, bt·"", danlPl\gkap.
Lapordn (,,;}1lhkd'" y.'>g dll<£rahll',edang d"'_NI 1><0"'"p,,"yendl~,\n, p"")I.d.k,,,, MdU""n,,",luton Ilno,,~
pK1.llld ~f)lUp\J. d.!1.tf f\f~ P"" r".tll...~, Ir,toOfn::tl hd. .. d,I~,t...f~ \t."(d!tI)bt-rw, ridn "'If,"'~lIangkap....teu
rodaJo. tL'fm •.• ' QT.t,t~'<i >"bag""""'" d.""l,ud dolL"" P~"'ll]8 UU No. 20 T. tum 2001 mil~' UpuI,'"
vralifi'J .11"'_1 d.>l)<)t"'h~ d'l,ndolklanJull ml!lalul Ptm~tlpan ~taru~Gr.tifikd,1
~PII <UOJtOl"'YllntaIcep.)d.l ~,'POf Gf'l'~~lSI untuk mrnjO!ro)hl(.n uanq '~b.l9a. komp~\,l" ~t.,btr.ng
'J'.llhl;ii" yJnq ,j,te:.pk~n ,M! ITI"'~ N..'<)iIr.I ",bo","" nil;!1YAng Wuntum pada Su,,! I\eIl<IIoJSan
P.mpll"\d" I(P,

,; ""I""", qr,u,flka...W.IJIIIm.nlnd.kla"'Juti Sur..t "-!u,tap.,n Kepem.lik~" G.. tt~ka!1 yang dItC!Apk.:tnm~nJAd.
nuhi- ~\I"'" ~ ..~h ..lf J In,barny.J ,lj14n1 'Nd"'U I hd, kt"Jd ~ tJlt~"pitan

1 ~~ "'''!It tTk-MI oJ'" J._.oC~t'l~n"p,(',jIIIfl(d' 1)I:hp.. •• 1O 'JIJl,t;'kd\' )'ring cI~mpalul"t

8 "nllil ",fo,ma" od"".,' d" ...n"",,1.lpllkal'mt:l~h."Andlood ClaniO~
Nom•• Pljk~., GRATh'IUtarirka\!: Infl)tm~~1<I.lr ~,~1I5~"I.l'ty;vO(d·. kpl(. q'atls
rkL., •.1''''' .Ind··,gr., .,..1\1 to Jc:. ·(ulh/qrcnm.,., hno:, ·'A""IN_kOk..qod'C'J"'lrmkaJ!

TOLAK
ATAU

LAPORKAN

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI

Dokumen Ini adalah rahasla ne93ra. Dilarang membuka tanpa izln KPK.
Formulir berdasarkan SKPlmpinafl KPKNomor 1156 Tahun 2017

Nama

AJamat

KepadaYth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORIJPSI
REPU8l1K INDONESIA
Jl KUNINGAN PERSAOAKAV4, 51:TIABUDI
JAKAR1ASELATAN12950
KOTAKPOS575

PENGIRIM

Koml$JPemberantasan Korupsl
K



I

~ T, Ik'lt tJq")"VI' p!-ldY.""''''
I."kdl\ ;'l*ff1IlI'U'dtkld11wor,t ..iW)'l
"d.)~ta~

'l lOM,·

OU1·d.i.!oqln uro,,)n 1',,.,5 penet"m.uIVb(""tuk. ~ .... t ..hun~r'I"'tiuatAn. W~t~ 011

f')1~ nl 4111td',\,~"r")r ".dl"JfdHh.:.l~'"-..,n::)dlten'oCf ,n.trQ.;bl.,~ur In'f'rn(l PfIIo.".,.6~..(-ndnl
_."t,uijr IIw'Q. pilSar p~.kjrdan .fppral~1J
0.'\1 rtf:"n')-\n r.-nJ':.'I<1'"n De-rl,tl i\ I ~fl .. rlln...~.,·II

-4 0. ",10'.,,& ~ .ev flnfll':I" .Ji-dunq .. lIUl'<lll,11 "iUlf_l(J1. t,pt.tnJlM'

(,II.', r~ p-:n'bl~fI9fdllrHCiSrtpefOf4f)Q.3f'l~~h)moo~ b.1d'l'\ usa")'
6 0 ..·, h\,b,'~n .nt4til f\tIrlt:"wn3.,...., j.t,. I ....·n~· 9·...· ~..~ ~-I'tt '''IIrd ""prJd.!

tem.,"V h:OI!;)t'\.\!'\Iotas.ar.. b.1W.;!hdt'l lldua 'dll
7, 0(1""~.iI\.v)f~n·l,t·"dn \"n- ,.UCdr,l1nt~(lm·l k ...'Wll' pillltjll,t.-..:Jaan/ k.,bU1Y.",

-jyqa 'n br-nn ..',

81 ~ \t der~n UI.....~ Ioff\n();tf'l9" fEI"''''''':,;bn n,HtU!"'''"''''I',d 8n J)t11 ~ lI'fI:

lit 0 IId~r9'" lond, ., •o.dQ~~IomyJI19"'-'\0.1,0 In lebulka" 1"_ ddl
IOJ O,~(loc r(jan('"t,ltJ'" .hu~u\ kpi"Tti rw'tmtrt,'\dll ,'l1m"",\I!I. iit. I -d..l'" ~pp~ 'M '•.If'\ ..

pettr!.nuan prerIt'!~ur-QM1.....,...t t:I.lI' te~~Il.t'Nl'old'hut .r~ ",10'1\.dll"l "\,ll "f'!USlll .lUl

i.\t.fll~ll., ~lu"'lPdi~ fll~' l"'ld., J(P~
, I Ol'\,. dtng..1n t~~J..... p.td •• O'l,)('n 't"'~g ~P\L •.

f n~l!1pet,al.n.n
q ra<e;lhras;>~ng,nd~An
.. r"eflat.-."""WI.!«S!.
I ~ngot..)!a"cum.-<uma
J t.1't.I'Hn LI'flr,),ct. rJlI

(\iatl dftr..t '!'f'\ ~~ \cWn

d IJaN)
b. ealaN)
, Rab-.I Id"~'>"1
d 1(""",.
l' P,,,._m,..n hmpoi bUllgu

PANDUAN PENGISIAN

( _._ ...- .-.. - ....._ .._ ....._._:

Pelapor,
.......20...

laperan g.atlfikasi "" saya sarnpaikan rlengdn sebenar-beoernya, SoIYdbersedia mf>nyerahkan obJek gratifika~1 kep,lUil KPK untuk proses anahse tebih
lanjUl atau status keperrnuken gratifikasJtelsh dttetapkan m~nJadl"'lhk N~ara Apab,1a .Ida yang \engajtl udak ""Yd laporkclnatau "'Ycl laporkan
kepada KPK ~E'cara lldak benar rnaka ~aycl bersedia mempertanqqunqjewcbkennya secara hukum sp.sualdengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan saya berseora memberikan keterangan leblh lanjul

~ <,

o Tidal<

Pelapor grallhkasi bersroia untuk mcnyerahkan uang sebagoll kompensau atas barang yang dterimanya sebeSdr nilai y,1Ogtf>rcamum cialam
Sural Kepulusan Pimpinan KPK I ,.

E. KOMPENSASI

--
D. AlASAN DAN KRONOlOGI ,
AlasanPembeuan

Klono'ogi Penerlmaan •

Dok"men ydr.g diidrnp"kdn UT,dakild.l l;Ada ya,1U -._ _. - -.~...-. _ ._ - - - _ .._ ...... _....._ .._._- _........_
Cataran rambahan (blld perlu)

•

. Ll.'mbOf/Ill daoo: dlperb'lIIy"k ",w~,,1 ~et1<Jcilhu" -,
B. D~TA PENERIMAAN GRATIFIKASI

Jenl~ Pprll>nmaan doll' Ura'iln " Hargill NilalNomin,,' ' PeTls!Wi} p,.,ner,mddn T('n"Pdtdal'Tiln<Jgal
Taks,ran' Pt'rll'rimaan'

:/

I
C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI

Nallld

./Pekpr,a.1n dan Jebatan

Alamitll Tc"eIX'" I Fill( I
Ema,I

Hubungan dpnqdn NPemben

URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI·K K
KOrnb' P...........,n_ Korup",


